WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 05 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

a. bahwa dalam rangka memberikan Tambahan Penghasilan

Pegawai Aparatur Sipil Negara kepada Penjabat Sekretaris
Daerah Kota Pematangsiantar dan Jabatan Fungsional di
Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar, maka perlu
merubah Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 05
Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kota Pematangsiantar sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 08
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Pematangsiantar Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pematangsiantar
Nomor 05 tentang Pedoman Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kota Pematangsiantar.

.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil;

. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang

Penilaian Prestasi Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat
Sekretaris Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman
Evaluasi Jabatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2019
tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
91 Tahun 2019 tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun
2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri
Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
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Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun
2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar;

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota
Pematangsiantar;

Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Wali Kota
Pematangsiantar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Wali Kota Pematangsiantar Nomor 23 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pematangsiantar
Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota dan Staf Ahli Wali Kota Pematangsiantar;

Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 03 Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar;,

Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;

Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 05 Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota Pematangsiantar;

Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota
Pematangsiantar;

Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 18 Tahun 2019
tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota
Pematangsiantar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Wali Kota Pematangsiantar Nomor 29 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor
18 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan
Pemerintah Kota Pematangsiantar;

Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 24 Tahun 2019
tentang Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota
Pematangsiantar;

Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 05 Tahun 2020
tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota
Pematangsiantar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Wali Kota Pematangsiantar Nomor 08 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor
05 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kota Pematangsiantar.



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 05
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pematangsiantar
Nomor 05 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota
Pematangsiantar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Wali Kota Pematangsiantar Nomor 08 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 05
Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota
Pematangsiantar, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi
sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil
negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara
di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Pematangsiantar.

5. Penjabat Sekretaris Daerah adalah pejabat sementara
untuk jabatan Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar
yang berhalangan melaksanakan tugasnya atau terjadi
kekosongan sekretaris daerah.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Pematangsiantar.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya
disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis
Dinas/badan yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu.

8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
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pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Sekelompok
jabatan pimpinan tinggi pratama pada Lingkungan
Pemerintah Kota Pematangsiantar.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya
disingkat TPP adalah penghasilan yang diperoleh di luar
gaji yang diterima dengan sah, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Disiplin adalah kesanggupan Pegawai untuk menaati
kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan
dalam  peraturan perundang-undangan dan/atau
peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau
dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Beban Kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan
yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau
pemangku jabatan dalam jangka waktu tertentu.

Laporan Kegiatan Harian adalah laporan yang berisikan
laporan pelaksanaan tugas selama hari kerja oleh
Pegawai ASN yang disampaikan kepada atasan langsung
dan diketahui oleh Pimpinan SKPD.

Hari kerja adalah waktu masuk kerja bagi setiap Pegawai
ASN dan CPNS untuk menjalankan tugas pokok dan
fungsinya.

Jam kerja adalah waktu bagi setiap Pegawai ASN dan
CPNS untuk wajib datang melaksanakan tugas dan
pulang sesuai ketentuan jam kerja.

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan
dalam jangka waktu tertentu yang diberikan oleh pejabat
pembina kepegawaian yang diatur dengan peraturan
perundang-undangan.

Terlambat Masuk Kerja yang selanjutnya disingkat TMK
adalah datang lewat dari jam kerja yang ditentukan,
kecuali karena alasan kedinasan atau keadaan lainnya
yang dibuktikan dengan keterangan yang sah.

Pulang Sebelum Waktunya yang selanjutnya disingkat
PSW adalah pulang lebih awal dari jam kerja yang
ditentukan, kecuali karena alasan kedinasan atau
keadaan lainnya yang dibuktikan dengan keterangan
yang sah.

Bukti Keterangan yang sah adalah suatu bukti berupa
surat untuk menunjukkan keadaan seorang Pegawai
ASN pada hari tersebut sedang berada pada suatu
tempat karena alasan kedinasan atau karena suatu
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keadaan atau keperluan yang mengakibatkan Pegawai
ASN tersebut tidak masuk kerja atau terlambat masuk
kerja atau Pulang sebelum waktu.

22. Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan atau disebut juga
Alpa adalah tidak masuk kerja tanpa disertai surat izin
atau pemberitahuan tertulis.

23. Izin adalah suatu permohonan yang disampaikan secara
tertulis oleh seorang Pegawai ASN kepada atasannya.

24. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan
tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap
yang diangkat oleh pejabat yang berwenang.

25. Pemeriksa TPP adalah Pegawai ASN yang diberi tugas
untuk mengumpulkan, memeriksa, merekapitulasi dan
mengarsipkan seluruh data atau dokumen yang
berhubungan dengan laporan TPP seluruh ASN.

2. Ketentuan diantara Pasal 4A dan Pasal 5 ditambah satu Pasal
yaitu Pasal 4B yang berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 4 B

Pejabat fungsional yang tidak menerima pendapatan lainnya
selain tunjangan jabatan, tunjangan isteri/suami/anak
diberikan besaran TPP berdasarkan kelas jabatan.

Pejabat fungsional pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan
Jasa dibayarkan TPP berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya, dengan tata cara penilaian dan besaran TPP
ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

3.Ketentuan BAB VII dan Pasal 16 diubah sehingga
keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

TPP PENJABAT SEKRETARIS DAERAH DAN PELAKSANA TUGAS

(1)

(2)

(4)

Pasal 16

Pegawai ASN yang diangkat sebagai penjabat sekretaris
daerah oleh Pejabat yang berwenang diberikan tambahan TPP
sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP sekretaris
daerah apabila besaran TPP yang diterima berdasarkan
jabatan definitifnya lebih besar dari TPP sekretaris daerah.

Pegawai ASN yang diangkat sebagai penjabat sekretaris
daerah oleh Pejabat yang berwenang dapat diberikan
tambahan TPP 100% (seratus persen) dari besaran TPP
sekretaris daerah apabila besaran TPP yang diterima
berdasarkan jabatan definitifnya lebih kecil dari TPP
sekretaris daerah.

Penjabat sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) hanya dapat memperoleh TPP dari satu jabatan saja.

Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Pelaksana tugas oleh
Pejabat yang berwenang pada tingkatan jabatan yang sama
diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen)
berdasarkan kelas jabatan yang dirangkapnya.



(5) Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Pelaksana tugas oleh
Pejabat yang berwenang pada tingkatan jabatan setingkat
lebih tinggi dapat diberikan TPP berdasarkan TPP kelas
jabatan pada tingkatan jabatan setingkat lebih tinggi.

(6) Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Pelaksana tugas oleh
Pejabat yang berwenang pada tingkatan jabatan setingkat
lebih rendah diberikan TPP berdasarkan kelas jabatan
defenitifnya.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 2 JU(; 200

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

IANSYAH

Diundangkan di Pemat‘angsiantar
pada tanggal 2 Jd‘l 200

Pj. SEKRETARIS JAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,

BASARIN YUNUS TANJUNG

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2020 NOMOR &



